
 

 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 1989 

TENTANG 
PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS HARGA 

NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO 
 

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang :  a. bahwa otomasi kliring merupakan salah satu usaha didalam rangka 
meningkatkan pelayanan dan efisiensi di bidang perbankan yang 
sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan laju pembangunan 
nasional; 

b. bahwa untuk mendorong kelancaran otomasi kliring, maka pengenaan 
Bea Meterai atas cek dan bilyet giro perlu diseragamkan; 

c. bahwa untuk mewujudkan tujuan di atas, dan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, 
dipandang perlu menetapkan perubahan besarnya tarif Bea Meterai dan 
besarnya batas harga nominal atas cek dan bilyet giro yang dikenakan 
Bea Meterai dengan Peraturan Pemerintah; 

 
Mengingat :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran 
Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2865) 

 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan 
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); 

 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran 
Negara Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3313);  

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

PERUBAHAN BESARNYA TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS 
HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI ATAS CEK DAN 
BILYET GIRO. 
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Pasal 1 
Tarif Bea Meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp.500,- (limaratus rupiah) 
tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal; 
 

Pasal 2 
Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan. 
 

Pasal 3 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 22 September 1989 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
                     ttd. 
 
             SOEHARTO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 22 September 1989 
 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 
 
         ttd. 
 
MOERDIONO 
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